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ABSTRAK

Penelitian ini  menganalisis penggantian kerugian dalam sengketa
perbuatan melawan hukum  terkait tanah berdasarkan Putusan Nomor
1/Pdt//2023/PN  Sungailiat. Isu hukumnya adalah penggandaan sertipikat atas
tanah milik Polana Wibowo, yang mcnyebabkan tanah tidak dapat digunakan
selama 13 tahun. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun unsur perbuatan
melawan hukum dan kerugian terpenuhi, permohonan ganti rugi ditolak karena
tidak ?danya bukti konkret tentang kerugian. Kekosongan hukum mengenai
penghitungan kerugian atas penguasaan tanah yang tidak dapat digunakan
menyebabkan pemilik tanah hanya mendapatkan pengembalian hak tanpa
kompensasi yang memadai, meski adanya unsur kerugian yang disebabkan oleh
perbuatan melawan hukum tersebut telah terbukti, Penelitian bertujuan untuk
mengevaluasi pemenuhan unsur Pasal 1365 KUHPerdata dalam sengketa ini,
terutama terkait penggantian kerugian. Metode yang digunakan adalah normatif,
dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Rekomendasi dalam
penelitian ini adalah dibutuhkannya formulasi regulasi untuk mengisi kekosongan
hukum yang mengatur pengitungan kerugian dalam kasus perbuatan melawan
hukum  yang merugian secara potensial, sebagaimana diterapkan dalam
penghitungan kerugian lingkungan hidup.

Kata Kunci: Melawan Hukum, Tanah, Kekosongan Hukum
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia bersentuhan dengan tanah karena mereka hidup,
berkembang biak, dan beraktivitas di sana. Manusia memerlukan tanah dan
tempat untuk dikuburkan setelah meninggal dunia maupun selama
keberadaannya. Selain itu tanah telah berkembang menjadi salah satu
komponen krusial dalam era pembangunan saat ini dan kini banyak dicari oleh
manusia sebagai salah satu komoditas dan aspek produksi dalam kehidupan
perekonomian masyarakat modern. Manusia selalu berusaha untuk
mendapatkan dan mempertahankan kendali atas tanah karena diperlukan untuk
kehidupan.

Tanah dapat diperoleh dengan berbagai cara, jual beli adalah salah
satunya. Kepemilikan tanah berpindah dari satu pihak ke pihak lain melalui
jual beli. Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 menjamin dan
melindungi hak penduduknya untuk memperoleh, memegang, dan menikmati
hak milik atas tanah sebagai pemenuhan kebutuhan akan tanah.!

Bangunan dan tanah merupakan hal yang sangat penting bagi
keberadaan manusia karena setiap orang memerlukan tempat untuk disebut
sebagai rumah. Tanah dan bangunan juga merupakan kebutuhan mendasar

manusia yang berdampak pada kelangsungan hidup setiap orang. Hak atas

! Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010, hlm. 87.



tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Ketika
masyarakat menjadi lebih maju dan padat, relevansi hak atas tanah pun
meningkat. Hak atas tanah berasal dari penguasaan pemerintah atas tanah yang
diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun asing,
sekelompok orang, dan badan hukum baik baik badan hukum swasta maupun
publik.?

Seiring dengan majunya perekonomian di negara kita, semakin besar
pula tuntutan akan kepastian mengenai topik-topik yang berkaitan dengan
kegiatan ekonomi. Keterlibatan tanah rakyat dalam berbagai kegiatan
operasional, seperti jual beli, sewa guna usaha, peminjaman, dan lain-lain
yang sejenis, semakin menua. Hal ini terkait dengan kebutuhan untuk
menjamin kepastian hukum dan prediktabilitas dalam industri pertanahan
semakin meningkat.> Sebagai suatu peradaban agraris, hak milik atas tanah
merupakan salah satu hak milik yang sangat penting bagi negara, bangsa, dan
masyarakat Indonesia. Manusia membutuhkan lahan untuk menangani
berbagai persoalan, antara lain:

1. Keterbatasan lahan, baik kuantitas maupun kualitas, dibandingkan dengan
kebutuhan.

2. Pergeseran pola interaksi antara pemilik tanah dan propertinya sebagai
akibat dari transformasi masyarakat yang lebih luas.

3. Di satu sisi, tanah telah menjadi komoditas yang sangat berharga. Namun,

penggunaannya sebagai bahan komersial telah meningkat.

2 Ibid
3 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta : Sinar Gravika, 2012, hlm. 5.



4. Tanah harus digunakan secara berkelanjutan dan juga digunakan untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan jasmani dan rohani masyarakat, dengan
cara yang adil dan setara.

Hak kepemilikan tanah menjadi tidak benar akibat adanya tindakan
melawan hukum yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Menurut definisi yang tegas, suatu perbuatan dianggap melanggar hukum
apabila bertentangan dengan hak-hak orang lain yang dijamin oleh undang-
undang atau tanggung jawab hukumnya sendiri. Sesuai dengan ajaran yang
tegas, sama sekali tidak ada pembenaran untuk mencari restitusi atas perilaku
yang melanggar hukum atau tidak bertentangan dengan norma sosial atau
kewajiban moral.

Mengacu kepada pendapat Munir Fuady, perbuatan melawan hukum
ialah salah satu dari sejumlah aturan hukum yang dimaksudkan untuk
mengatur atau membatasi perilaku berisiko, menyebabkan kerugian akibat
interaksi sosial, dan menawarkan bantuan hukum kepada korban.* Perbuatan
melawan hukum menurut pendapat R. Wirjono Projodikoro digambarkan
sebagai perbuatan yang menimbulkan guncangan pada neraca sosial.
Ditambahkannya, sebagaimana dimaksud secara luas, “onrechtmatige daad”
juga mencakup hubungan yang bertentangan dengan moralitas atau apa yang

dianggap pantas dalam masyarakat.”

4 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.
3.

5 R. Wirjono Projodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum
Perdata, Bandung : CV. Mandar Maju, 2018, hlm. 15.



Selain melanggar hukum, perilaku melanggar hukum juga melanggar
hak orang lain dan bertentangan dengan akal sehat, kesusilaan, dan kepatutan
di ruang publik. Perbuatan melawan hukum juga dapat dilihat sebagai
sekelompok aturan hukum dengan tujuan untuk mengawasi atau mengatur
perilaku yang merugikan, menyebabkan kerugian terkait interaksi sosial, dan
memberikan kompensasi kepada korban melalui tindakan hukum yang tepat.
Menurut pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH
Perdata unsur- unsur yang harus dipenuhi:

1. Adanya suatu perbuatan, khususnya perbuatan haram yang diawali oleh
perbuatan pelakunya. Ada anggapan luas bahwa tindakan berbicara lebih
keras daripada kata-kata. Di sini yang dimaksud dengan bertindak (aktif)
atau tidak bertindak (pasif), seperti menahan diri untuk tidak bertindak
meskipun ia wajib membantunya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (karena ada kewajiban tambahan yang timbul dari
kontrak). Akibatnya, tidak ada perjanjian lisan untuk melakukan tindakan
yang melanggar hukum maupun klausul yang mendefinisikan "penyebab
yang diperbolehkan" tidak ada dalam kontrak.®

2. Perbuatan yang melawan hukum, seperti perbuatan yang bertentangan
dengan kewajiban hukum pembuatnya sendiri yang telah diatur oleh
undang-undang atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain.’

3. Pasti ada kesalahan, dan keadaan yang menyebabkan kesalahan ini dapat

ditentukan dengan:

® Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang
Diduga Melakukan Medical Malpraktek, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 185.
7 Ibid.



a. Untuk menunjukkan bahwa dalam situasi seperti ini, masyarakat
awam mungkin sudah memperkirakan dampak yang mungkin
terjadi, dan kemungkinan tersebut akan menghalangi orang-orang
yang bermoral baik untuk melakukan atau menahan diri untuk
bertindak.

b. Subyektif, yaitu menunjukkan apakah pencipta dapat meramalkan
akibat dari keputusannya berdasarkan pengetahuan yang
dimilikinya.

Selain itu, pelaku pelanggaran hukum harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak diwajibkan
memberikan ganti rugi jika orang lain tidak mengetahui kesalahannya.
Ada dua kemungkinan kesalahan ini:

a. Korban juga memikul tanggung jawab atas penyebab kerugian
tersebut apabila memang ia pun turut bersalah terkait penyebab
kerugian. Kecuali perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan
kesengajaan orang lain, maka orang lain bertanggung jawab
sepenuhnya atas kerugian yang dideritanya.

b. Beberapa pihak mengalami kerugian. Apabila kerugian itu
disebabkan oleh perbuatan banyak orang, maka masing-masing
orang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan itu sepenuhnya.

4. Sebuah kerugian harus diderita. Kerugian akibat perbuatan melawan

hukum dapat berupa salah satu bentuk sebagai berikut:®

8 Ibid, him. 186.



a. Kerugian Materiil, di mana kerugian materiill dapat berupa
kerugian nyata maupun manfaat yang seharusnya diperoleh.

b. Kerugian Immateriil, di mana pelanggaran terhadap hukum juga
dapat menimbulkan kerugian ideal seperti kecemasan,
ketidaknyamanan, dan hilangnya kenikmatan hidup.

Secara umum harus ditentukan tingkat kerusakan yang harus diganti.
Pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk meminta ganti rugi baik atas
kerugian yang telah dideritanya maupun kerugian yang akan dialaminya di
kemudian hari. Hal ini dilakukan dengan cara menilai kerugian, sehingga
berdasarkan asas bahwa kerugian sedapat mungkin ditempatkan pada
keadaan di mana kerugian itu akan timbul akibat perbuatan melawan
hukum.

5. Ada hubungan antara kerugian dan tindakan. untuk memutuskan
hubungan antara kerugian dan perilaku illegal.® Persyaratan ini harus
dipenuhi sepenuhnya karena berlaku secara kumulatif. Apabila salah satu
dari kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak
dapat dianggap melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1365 KUH Perdata. Perbuatan terduga pelaku diperiksa untuk mengetahui
apakah melanggar hukum, melanggar hak orang lain, bertentangan
dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan
ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat,

diri sendiri, atau orang lain. Namun hal tersebut merupakan perbuatan

9 Ibid.



yang dianggap melawan hukum, ada atau tidaknya komponen kesalahan,
tetap harus dipertanggungjawabkan sebagai perbuatan melawan hukum.
Menurut Rusmadi Murad, konflik pertanahan adalah: perselisihan
yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-
pihak tersebut atas penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya. Sengketa-
sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui perundingan atau melalui
litigasi. Sengketa pertanahan sudah cukup lama terjadi di Indonesia. Sengketa
terakhir nampaknya menegaskan kembali kenyataan bahwa negara masih
belum mampu melindungi hak-hak warga negara atas tanah. Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Perturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
semata-mata dimaksudkan sebagai penanda dimulainya zaman baru.
Kepemilikan tanah yang awalnya bersifat komunitas, kini berubah menjadi
kepemilikan perseorangan.®
Sengketa pertanahan yang terjadi dengan kepemilikan sertifikat ganda
menjadi salah satu bentuk yang kerap di temui dalam kasus konkret.
Kepemilikan ganda dilarang dalam undang-undang, sehingga Pengadilan
berkewajiban memutus sertifikat yang benar menurut fakta-fakta hukum yang
dapat dibuktikan. Namun dalam sengketa, dimungkinkan korban yang
merupakan pemilik sebenarnya telah mengalami kerugian akibat tidak dapat

digunakannya tanah selama dalam sengketa. Oleh karenanya menurut Pasal

10 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (LN Tahun 1960 No. 104).



1365 KUHPerdata, pemilik sebenarnya berhak menerima ganti rugi atas
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku PMH.!!

Praktik peradilan di Indonesia menunjukan masih terjadinya
kekaburan hukum atas penafsiran Pasal 1365 KUHPerdata, dengan perbedaan
pandangan oleh hakim terhadap wajib atau tidaknya pemulihan kerugian
dilakukan.'? Dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sungailiat, Majelis
Hakim memutus bahwa Janty sebagai Tergugat, PT Bank Mega Tbk sebagai
Turut Tergugat I, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka sebagai Turut
Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan
menggandakan sertifikat sebidang tanah milik Polana Wibowo. Tergugat dan
Turut Tergugat terbukti menggandakan sertipikat atas tanah milik Polana
Wibowo sejak 2009, sehingga selama 13 tahun Polana Wibowo tidak dapat
mengolah tanah tersebut. Majelis Hakim mengabulkan permohonan
penggugat untuk menyatakan sertipikat milik Tergugat tidak memiliki
kekuatan hukum, namun menolak permohonan ganti rugi. Berdasarkan
perhitungan penggugat, kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat
adalah Rp 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)."

Putusan perkara a quo membuktikan bahwa Tergugat dan Turut
Tergugat 1 dan II bersalah karena menggandakan sertipikat asli milik

Penggugat, dan hakim mengembalikan hak tanah kepada Penggugat, namun

' Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum
Perdata," Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1, 2021, hlm. 1-20.

12 Gita Anggreina Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya," Lex Privatum, Vol. 6,
No. 5, 2018.

13 Putusan Nomor 1/Pdt/H/2023/PN Sungailiat



menolak permohonan ganti kerugian atas tanah yang tidak dapat digunakan
selama 13 tahun. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa
kerugian tersebut tidak bisa dihitung secara konkret dan terperinci serta tidak
terdapat peraturan yang mengatur penghitungan kerugian tersebut. Sedangkan
secara rasional, kerugian tersebut ada, namun tidak bersifat konkret,
melainkan perkiraan karena tanah yang dalam keadaan tidak bersengketa
dapat memberi keuntungan menjadi tidak memberi keuntungan karena
sengketa berkepanjangan.

Pertimbangan hakim untuk menolak permohonan ganti rugi
menunjukan adanya kekosongan hukum terkait perhitungan kerugian atas
sengketa tanah yang panjang dan merugikan. Kondisi ini bertentangan dengan
substansi Pasal 1365 KUHPerdata yang secara implisit mengharuskan
sengketa PMH untuk dibuktikan dengan adanya kerugian. Hakim
memulihkan hak atas tanah, namun tidak memerintahkan para Tergugat untuk
memberikan kompensasi atas kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat.
Kasus ini menarik untuk dianalisis guna mengetahui kedudukan hukum
kewajiban pemberian ganti rugi dalam putusan sengketa perbuatan melawan
hukum atas tanah.

Uraian permasalahan diatas menarik penulis untuk melakukan
penelitian yang selanjutnya diproyeksikan dalam judul, “Penggantian
Kerugian Dalam Putusan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum

Mengenai Tanah (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sungailiat)”.
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B. Rumusan Masalah
Orientasi pembahasan dalam penelitian ini diproyeksikan untuk
memberikan eksplanasi terhadap dua rumusan masalah, diantaranya sebagai
berikut:
1. Bagaimana penerapan unsur-unsur pasal perbuatan melawan hukum
dalam sengketa tanah dan bentuk perlindungan hukumnya?
2. Bagaimana kedudukan hukum pembuktian kerugian dalam sengketa
perbuatan melawan hukum atas tanah dan penerapannya dalam Putusan

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sungailiat?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok-pokok rumusan masalah diatas, penelitian hukum
dalam usulan ini diorientasikan pada dua tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan unsur-unsur pasal perbuatan
melawan hukum dalam sengketa tanah, serta mengevaluasi relevansi
dan konsistensinya dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam
rangka memberikan keadilan kepada para pihak yang bersengketa.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum kewajiban
ganti kerugian dalam sengketa perbuatan melawan hukum atas tanah,
serta mengevaluasi  penerapannya dalam  Putusan Nomor
1/Pdt.G/2023/PN Sungailiat sebagai wujud penegakan hukum dan

keadilan bagi para pihak yang dirugikan.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan bentuk kontribusi yang dapat diberikan

sebagai hasil dari penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan

penelitian sebagaimana dijelaskan diatas, manfaat penelitian yang dapat

diberikan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya adalah sebagai

berikut:

1. Manfaat Teoritis

a.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan
ilmu pengetahuan khususnya dibidang khususnya dalam
bidang perdata terkait sengketa tanah dan perbuatan melawan
hukum.

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai pedoman dalam
melakukan penelitian lain sesuai dengan bidang keilmuan

yang sama.

2. Manfaat Praktis

a.

Bagi peneliti, hasil penelitian ini digunakan untuk mendalami
dan menambah pengetahuan terkait sengketa tanah dan
perbuatan melawan hukum, juga sebagai syarat bagi penulis
untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka dalam
memeperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya
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b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman yang lebih jelas tentang hak-hak masyarakat
terkait sengketa tanah dan perlindungan hukum yang tersedia
dalam kasus perbuatan melawan hukum. Dengan demikian,
masyarakat dapat lebih memahami mekanisme hukum yang
dapat ditempuh untuk menuntut keadilan dan ganti kerugian
dalam sengketa tanah.

c. Bagi pemerintah dan penyusun undang-undang, penelitian ini
memberikan panduan dan analisis yang dapat dijadikan acuan
dalam menangani kasus sengketa tanah yang melibatkan
perbuatan melawan hukum. Penelitian ini juga dapat
membantu meningkatkan konsistensi dalam penerapan hukum
serta memperkuat kepastian hukum, sehingga dapat
menegakkan keadilan dengan lebih efektif dalam menangani
sengketa tanah.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Pembatasan atas ruang lingkup penelitian diproyeksikan untuk
memfokuskan pembahasan pada masalah spesifik dan tidak meluas pada
koridor diluar rumsan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan
penelitian, penelitian ini difokuskan pada aspek pertimbangan hukum dan
kedudukan hukum bagi hakim terhadap kewajiban pemberian ganti kerugian
dalam sengketa perbuatan melawan hukum atas tanah, yang terdapat dalam

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sungailiat .
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah normatif. Penelitian
hukum normatif adalah hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma
yang merupakan sumber patokan berperilaku manusia yang dianggap layak
dan pantas. Tujuannya untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam proses
penyelesaian sengketa tanah. Jenis penelitian ini ialah suatu penelitian
kualitatif deskriptif, di mana informasi dikumpulkan melalui penggunaan
kata-kata, gambar, dan cara non-numerik lainnya. Lexy J. Moleong mengutip
Bogdan dan Taylor yang mendefinisikan "Penelitian kualitatif sebagai metode
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau
tulisan dari subjek dan perilaku yang diamati”.!*
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini dapat
menggunakan berbagai pendekatan. Dalam penelitian hukum ini penulis
menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan studi kasus (case study approach).
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Pendekatan ini diimplementasikan dengan menelaah peraturan
perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang dibahas, guna
memperoleh data hukum yang akurat dan kredibel dalam rangka

mendukung penyimpulan hasil sesuai dengan ketentuan hukum positif.

4 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bdisi Revisi, 2007, hlm.60-62.
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Pendekatan perundang-undangan membatasi eksplorasi analisis dalam
kerangka hukum positif yang berkepastian.
b. Pendekatan Studi Kasus (Case Study Approach)

Pendekatan studi kasus dalam penelitian hukum empiris adalah
metode yang digunakan untuk memahami fenomena hukum dalam
konteks kehidupan nyata dengan mempelajari satu atau beberapa kasus
secara mendalam. Metode ini memperhatikan konteks spesifik di mana
fenomena hukum terjadi, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi, dan
politik yang relevan, serta memungkinkan analisis mendalam yang
mengungkap detail penting yang mungkin terlewat dalam penelitian lain.
Studi kasus sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman
komprehensif tentang bagaimana hukum bekerja dalam praktik dan
bagaimana hukum mempengaruhi serta dipengaruhi oleh konteks
sekitarnya, sehingga memberikan wawasan yang kaya dan bermakna
tentang dinamika hukum dalam kehidupan sehari-hari.

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

Pemecahan isu hukum memerlukan sumber-sumber penelitian.
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan
hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas yang terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan
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dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas
putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum
ini adalah sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat

yang terdiri atas norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan,
peraturan yang tidak terkodifikasi, yurisprudensi, traktat yang dapat dijadikan
objek bahan hukum di dalam penelitian, yaitu:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer
yang akan digunakan dalam penelitian/penulisan hukum ini diantaranya
adalah buku yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal dan prosiding penelitian
hukum, luaran penelitian hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait

dengan sengketa perbuatan melawan hukum

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum sekunder perubahan sumber data tambahan yang dapat
dipergunakan dalam menemukan maksud istilah dan informasi lain terkait

penelitian, diantaranya enskilopedia kamus ilmiah hukum, artikel pada



16

website, berita, dan publikasi lainnya yang kredibel dan dapat
dipertanggungjawabkan secara akademis.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Sugiyono pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai
setting, berbagaii sumber dan berbagai cara.!> Adapun teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yakni data
yang di dapat dengan cara mempelajari buku-buku referensi kepustakaan
berupa buku-buku hukum, berbagai macam peraturan perundang-undangan,
dokumentasi dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya,
namun bahannya mempunyai relavansi kuat dengan masalah yang diteliti.'®
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah penelaahan dan penguraian atas suatu data sehingga
dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis data ini juga berisi uraian
tentang cara menganalisis, yaitu dengan memanfaatkan data yang terkumpul
untuk digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang
dilakukan.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara
induktif yaitu di mana kerangka berpikir yang bersifat khusus termuat di
awal kemudian menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum sehingga

dapat menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2018.
16 Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. II, 2010,
hlm. 107.
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